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COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA TOLUK JANGKANG DI KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK
1Muhammad Aziz Arrasyid, 2 Adianto




Toluk Jangkang Tourism is a tour that has a concept of traveling combining nature with local
culture. The concept of Collaborative Governance Helping is important because in its
application it does not only involve government and non-government but also other parties.
This study aims to examine the concept of Collaborative Governance, the parties involved
are the Tourism Office of Siak Regency, PT Cosmic, and Pokdarwis. The collaboration was
carried out to develop the Toluk Angkang tourist attraction in Tualang District, Siak Regency.
However, there are still inhibiting factors for Collaborative Governance in developing Toluk
Jangkang tourism, namely the lack of budget provided by the government and the lack of
community participation in developing Antang Jangkang tourism objects. This research
method is a descriptive case study approach. The results of the research have not been fully
achieved. The collaboration between the Tourism Office of Siak Regency, PT Cosmic, and
Pokdarwis has proven that there is still minimal cost and community participation in
developing Toluk Jangkang tourism.
Keywords: Collaborative Governance; Tour; Toluk Jangkang
Abstrak
Wisata Toluk Jangkang merupakan wisata yang memiliki konsep berwisata memadukan
alam dengan budaya lokal. Konsep Collaborative Governance sangatlah berperan penting
karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan non
pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep
Collaborative Governance, pihak-pihak yang terlibat adalah Dinas Pariwisata Kabupaten
Siak, PT Cosmic, dan Pokdarwis. Kolaborasi dilakukan untuk mengembangkan objek wisata
toluk jangkang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Namun masih adanya faktor-faktor
penghambat Collaborative Governance dalam mengembangkan wisata toluk jangkang ini
yaitu masih minim nya anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan kurangnya partisipasi
maysarakat dalam mengembangkan objek wisata toluk jangkang.Metode penelitian ini
menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. hasil
penelitian belum sepenuhnya terjalin kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, PT
Cosmic, dan Pokdarwis ini dibuktikan masih minimnya biaya dan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam mengembangkan wisata toluk jangkang.
Kata Kunci: Collaborative Governance; Toluk Jangkang; Wisata
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PENDAHULUAN
Wisata toluk jangkang merupakan wisata yang mempunyai konsep memadukan
alam dengan budaya lokal. wisata yang baru dibuka di tahun 2019, yang memiliki luas lebih
kurang 70 × 300M2. yang mendapatkan kujungan wisatawan sebanyak 9000 pengunjung,
Jembatan Toluk Jangkang merupakan icon yang lebih kurang panjang nya 200 m, Konsep
Collaborative Governance sangatlah berperan penting karena dalam penerapannya tidak
hanya melibatkan antara pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain.
Pengembangan sektor pariwisata sangat membutuhkan daya dukung yang optimal.
Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan kepariwisataan,
tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan
modal, aksesibilitas, sarana prasanana umum, serta fasilitas umum. Maka dari itu, dibutuhkan
suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut
tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang
dapat mendukung pengembangan wisata toluk jangkang.
Dalam pengembangan sektor pariwisata wisata toluk jangkang, peran pemerintah
menjadi kunci utama. Bagaimana pola pemerintah dalam mengembangankan daerah
akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini kelompok sadar
wisata (pokdarwis ) menerapkan collabrative governance dalam mengembangkan sektor
pariwisatanya.
Collaborative Governance berbasis pada tujuan untuk dinamika kolaborasi yang
terdiri atas tiga komponen, yaitu :
1. Principled Engagement (keterlibatan berprinsi).
2. Shared Motivation (motivasi bersama).
3. Capacity for Join action (kapasitas untuk aksi bersama). Purwanti (dalam Ranggi 2016).
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan
bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 bahwa kelembagaan
kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara
terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber
daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna
menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan
Kepariwisataan dan Tujuan Wisata. Pada Pasal 10 menjelaskan, Pengembangan pariwisata
pada ruang lingkup provinsi dan wilayah kabupaten/kota sebagai tujuan wisata daerah
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meliputi perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak. Pasal 7 menjelaskan Pengembangan
Pariwisata Daerah Kabupaten Siak diarahkan untuk:
a. Menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan, disamping sektor lainnya
yang telah lebih dahulu menjadi andalan daerah;
b. Pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata alam, wisata agro, dan
wisata minat khusus;
c. Membina kekuatan sendiri dan memperjelas jati diri daerah dalam rangka terciptanya
konservasi budaya daerah; dan
d. Membina pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek
materil maupun spiritual, terutama pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan
program-program yang telah di tetapkan. Secara garis besar program kerja yang akan
dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2017 –2021 meliputi :
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
2. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, disain, IPTEK, serta berbasis Seni
dan Budaya.
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dengan Program Destinasi dan Industri Pariwisata.
Dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2016 - 2021, kebijakan umum pembangunan urusan
pariwisata diarahkan pada pengembangan potensi obyek wisata di Kabupaten Siak, yaitu :
1. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata.
2. Peningkatan pelayanan baik pada bidang obyek dan daya tarik wisata.
3. Peningkatan kualitas pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana.
4. pariwisata Peningkatan sistim informasi pariwisata yang efektif, efisien dan terpadu.
1. Adanya sebuah kerjasama atau dikenal dengan collaborative governance antara pihak-
pihak yang terkait terkhususnya Pemerintah, masyarakat, dan Perusahaan perusahaan
yang ada disekitar objek wisata Toluk Jangkamg tersebut agar dapat mengembangkan
objek wisata Toluk Jangkamg untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan
persaingan di tingkat regional dengan daerah lain.
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METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus,
yang bersifat analisis deksriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting,
seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data
yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang
khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pendekatan studi kasus adalah
pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas
kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan
data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber
majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai
laporan).Kemudian peneliti melaporkan deksripsi kasus dan tema kasus yang dijadikan
bahan penelitinnya.Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam
penelitian tersebut. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu set kondisi, sikap serta pandangan terhadap suatu fenomena
yang terjadi dalam masyarakat dan menurutrkan data sesuai dengan situasi yang sedang
terjadi.
Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar
peneliti dapat lebih mendalam melihat proses collaborative governance dalam
pengembangan wisata toluk jangakang melalui kolaborasi antara berbagai pihak yaitu,
Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, PT Cosmic, dan Pokdarwis melalui pengumpulan data
metode penelitian kualitatif. Dilihat dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya
meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi ditinjau dari objek atau sifat
penelitian maka penelitian studi kasus lebih mendalanm. Adapun tujuan dari penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan
kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat
penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa
menambah dan mengurangi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Thoha dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), Istilah “Governance” menunjukkan suatu proses di
mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya
tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,
integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu
negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahan di
mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat. (Bakti et al.,
2018). Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan
stakeholder berkepentingan sebagai instrument pendukung sumberdaya dalam mengelola
917
Journal Publicuho
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 4 Number 3 (August - October), (2021) pp. 913-924 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
Open Access at:http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/jpu.v4i3.20209
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 3 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
pembangunan termasuk pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah.
Pengembangan sektor pariwisata sangat membutuhkan daya dukung yang optimal. Daya
dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan kepariwisataan, tidak
hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan
modal, aksesibilitas, sarana prasanana umum, serta fasilitas umum. Juga yang tidak kalah
penting adalah sinergitas antar daerah dalam konteks pengembangan kepariwisataan,
karena dengan tidak tersedianya daya dukung yang baik bagi pengembangan
kepariwisataan, wisata toluk jangkang tidak dapat secara optimal mengembangkan sektor
pariwisatanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di
dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor
saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan wisata
toluk jangkang. Dalam pengembangan sektor pariwisata wisata toluk jangkang, peran
pemerintah menjadi kunci utama. Bagaimana pola pemerintah dalam mengembangankan
daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini
kelompok sadar wisata (pokdarwis ) menerapkan collabrative governance dalam
mengembangkan sektor pariwisatanya.
Pada perkembangan kabupaten siak yang begitu cepat, sektor pariwisata menjadi
salah satu andalan pendapatan asli daerah dikabupaten siak. wisata toluk jangkang
merupakan bagian dari salah satu wisata yang berada di kabupaten siak dan sudah
mendapat kunjungan kurang lebih kurang 9.000 pengunjung
Tabel 1. Data Pengunjung Wisatawan Ke Objek Wisata Kabupaten Siak Pada Tahun 2018






1 Istana Siak Sri Indrapura 255.830 830
2 Makam Koto Tinggi 5.490 53
3 Makam Sultan Abdul Jalil 1.041 76
4 Balai Kerapatan Tinggi 2.887 7
5 Makam Putri Kacamayang 574 15
6 Tangsi Belanda 54 -
7 Kolam Hijau 1.011 76
8 Danau Naga Sakti 4.970 76
9 Ekowisata Rawa Mekar Jaya 7.919 -
10 Ekowisata Toluk Jangkang 9.000 -
11 Makam Sultan Syarif Qasim 37.807 1451
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
Principled Engagement (Keterlibatan Berprinsip)
Keterlibatan berprinsip merupakan hal yang mucul seiring dengan waktu, dapat melalui
dialog tatap muka, rapat umum, hubungan antar organisasi. Melalui keterlibatan berprinsip
ini,para aktor yang berbeda dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah atau
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menciptakan suatau nilai. Pihak swasta dengan program corporate social responsibity (CSR)
bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata toluk jangkang, adapun yang termasuk
dari program csr tersebut yaitu, papan untuk pembangungan jembatan toluk jangkang,
triplek, air bersih, dan penerangan yang bertujuan untuk menerangi dimalam hari.
sedangkan pok darwis berujuan untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata
toluk jangkang tersebut. pihak pemerintah yaitu dinas pariwisata melakukan kunjungan dan
pembinaan kepada pokdarwis untuk mengembangkan wiasata toluk jangkang. Pertemuan-
pertemuan yang dilakukan menjadi sarana untuk saling menyampaikan informasi, kritik, dan
saran untuk pengembangan wisata toluk jangkang kedepannya. Pertemuan yang dilakukan
tidak hanya melalui tatap muka, namun juga dilakukan melalui teknologi seperti email atau
aplikasi chatting seperti whatsapp. Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa
sudah tercipta penggerakan prinsip bersama melalui forum pertemuan yang dilakukan oleh
pihak swasta,dan pemerintah.
Tabel 2. Program CSR (Corporate Social Responsibility)
No Nama Barang Kegunaan
1 Papan Untuk pembuatan jembatan wisata toluk jangkang
2 Besi Untuk pembuatan tenda panggung tempat acara
3 Listrik Untuk memfasilitasi seperti penerangan dan kantin
4 Air bersih Untuk toilet dan tempat berwudhu di mushola
5 Lampu Penerangan saat malam hari
6 Genteng Untuk tempat pemandian anak anak
Sumber : Humas PT Cosmic
Shared Motivation (Motivasi Bersama)
Melalui pelaksanaan program, ataupun evaluasi kegiatan, dan pengambilan
keputusan. melalui pertemuan bersama terjalin rasa percaya antara nnaktor satu dengan
aktor lainnya. membangun kepercayaan menjadi suatu hal yang penting, karena dengan
adanya rasa percaya dapat memberikan manfaat kolaborasi antar aktor. Setelah adanya
rasa saling percaya antar aktor maka akan menghasilkan rasa saling memahami (shared
understanding). Melalui program pengembangan destinasi wisata yang terdapat di renstra
Dinas Pariwisata Siak, yaitu bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata toluk
jangkang tersebut. Dengan adanya rasa saling percaya bisa membuat kerjasama antara
pihak menjadi lebih mudah.
Proses terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi misi yang sama
dalam hal ini untuk berkelanjutan untuk wisata toluk jangkang. Selain itu kepercayan juga
terbentuk dari komunikasi yang baik dan dilakukan secara informal yang berkelanjutan
antara seluruh pihak sehingga diharapkan berdampak pada keterbukaan masing-masing
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pihak yang terlibat dalam memberikan prespektifnya sehingga tujuan yang dicanangkan
diawal dapat dicapai untuk mengembangkan wisata toluk jangkang.
Membangun sebuah kepercayaan dan motivasi sangat penting karena
kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, sebab proses
kolaborasi tidak hanya pada dialog tatap muka tetapi juga membangun kepercayaan
antar aktor. Membangun kepercayaan menjadi satu fase yang digunakan untuk
membentuk proses saling memahami antara berbagai aktor baik itu pemerintah, swasta,
dan masyarakat agar terbentuknya komitmen untuk menjalankan kolaborasi dalam
mengembangkan wisata toluk jangkang.
Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan, pelatihan, dan mendengarkan
berbagai macam kendala yang terjadi dilapangan, agar pokdarwis tersebut bisa
mengembangkan dan mengelola dengan baik bagaimana Wisata Toluk Jangkang bisa
jauh lebih baik dari pada wisata yang ada didaerah lainnya. Sikap yang ditunjukkan
pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, sudah memberikan kepercayaan
kepada pokdarwis agar mereka dapat secara mandiri serta bisa mengelolanya dengan
baik.pemerintah sangat perhatian dengan mendatangi tempat usaha pariwisata tersebut
sekaligus sebagai pengawasan sedangkan kepada masyarakat dengan cara melibatkan
masyarakat didalam usaha pariwisata dan ikut melibatkan mereka ke dalam program-
program yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
Peneliti juga mendapat informasi dari ketua pokdarwis bahwa untuk membangun
rasa kepercayaan yang baik perlu dilakukan dengan menjaga komunikasi tetap berjalan
baik itu saat mengelola dan mengerjakan destinasi wisata toluk jangkang. Untuk mendorong
dan memotivasi kami selalu melakukan evaluasi karena kesalahan yang ada di Wisata Toluk
jangakang ini selalu dibenahi dan diperbaiki selalu agar kedepannya lebih bagus. Untuk
mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata toluk jangkang
dapat timbul karena akan berdampak dan bermanfaat seperti misalnya dibidang ekonomi,
sosial budaya, serta bermafaat bagi lingkungan disekitar tempat wisata toluk jangkang.
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Shared Motivation (Motivasi Bersama) dinas
pariwisata kabupaten siak telah memberikan pelatihan, pengawasan, serta bimbingan agar
pokdarwis kampung tualang ini dapat mengelola dan mengembangkan wisata toluk
jangkang lebik berkembang lagi.
Capacity for Joint Action (Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama)
Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bersama yang
tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Dinas pariwisata membuat rencana strategis yang
didalam nya terdapat program untuk pengembangan pariwisata, dimana sejalan dengan
tujuan dibentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan pihak swasta PT Cosmic,
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melakuakan program corporate social responsibity (CSR). Dengan prosedur dan
kesepakatan dibentuklah Pokdarwis yang diformalisasikan melalui Surat Keputusan Penghulu
Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 38 Tahun 2020, Tentang
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Dengan dibuatnya surat keputusan bertujuan untuk
lebih mudahnya berkoordinasi dengang pokdarwis. Dari informasi yang diperoleh tersebut
dapat diketahui bahwa kapasitas melakukan aksi bersama sudah berjalan melalui kegiatan
yang dilakukan bersama melalui program program dan kesepakatan bersama.
kolaborasi anatar pihak pemerintah, swasta dan pokdarwis sudah melakukan aksi
yang baik dimana sudah ada perkembangan yang sangat baik, sudah adanya fasilitas
yang memadai seperti, mushola, mck, dan kantin. di dalam peraturan daerah kabupaten
siak no 12 tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah kabupaten
siak, menjelaskan tentang Pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata
alam, wisata agro, dan wisata minat khusus. Dimana wisata toluk jangkang merupakan
wisata budaya memadukan wisata alam sebagai tempat wisata keluarga.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk mengembangkan wisata toluk
jangkang ini dibuktikan dengan memasukkan wisata toluk jangkang kedalam program
wisata terpopuler karena wisata toluk jangkang sudah mencapai lebih kurang 9000
pengujung ditahun 2019, melihat antusias dari pengujung wisata toluk jangkang dinas
pariwisata memberikan kepercayaan kepada pokdarwis untuk mengembangkan lebih baik
lagi. Karena wisata istana siak sudah termasuk ke dalam wisata tingkat nasional maka wisata
toluk jangkang ini dimasukkan untuk tingkat populer di tahun 2021.
Dibentuknya pokdarwis untuk membuat dan mengelola wisata toluk jangkang,
pokdarwis kampung tualang dibentuk atas kesadaran pemuda pemudi kampung tualang.
Dinas pariwisata juga melakukan bimbingan pelatihan dan pengwasan terhadap pokdarwis
dalam mengembangkan wisata toluk jangkang. Dimana dinas pariwisata memberikan
kepercayaan oleh pokdarwis untuk mengelola wisata toluk jangkang secara mandiri juga
didukung penuh oleh pemerintah dalam mendukung mengembangkan wisata toluk
jangkang.
Pokdarwis mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan program
program yang dibuat oleh dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata toluk jangkang.
Pokdarwis juga merupakan salah satu penggerak untuk masyarakat yang berada disekitar
wisata toluk jangkang agar bergerak sama sama dalam mengembangkan wisata toluk
jangkang. Dimana pokdarwis menjadi lebih baik dan mendapatkan dukungan dari
masyarakat dalam mengelolanya.
Dalam pengembangan wisata toluk jangakan peran dari masyarakat juga menjadi
salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan
oleh suatau daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga dalam
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perumusan program program pembangunan diperlukan peran aktif masyarakat untuk
menyuarakan kebutuhan masyarakat supaya kebutuhan masyarakat tersebut dapat
terakomodi dalam program program pemerintah daerah.
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
kepariwisataan, dalam hal ini suatau daerah tentunya bisa menjadi daya tarik wisata yang
artinya segala sesuatu yang memiliki keunikan seperti keindahan dan juga nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil bauatan manusia yang menjadi
sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Pembangunan pariwisata indonesia tercermin dalam
rencana strategi yang dirumuskan oleh kementrian kebudayaan dan pariwisata indonesia,
yaitu:
a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha
dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan dibidang pariwisata.
b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga
memberikan manfaat sosial budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah,
serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup.
c. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar.
Oleh karenanya, adanya undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
Terbitnya kebijakan pemerintah tersebut merupakan sebuah usaha dari pemerintah pusat
dalam rangka membuka peluang sektor pariwisata nasional dikembangkan untuk
kesejahteraan masyarakat. Melalui payung hukum / regulasi tersebut maka baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah berupaya keras dalam mengembangkan sektor
pariwisata melalui potensi pariwisata yang ada, salah satuya pada pengembangan wisata
di daerah yaitu wisata toluk jangkang. Hal ini dikarenakan potensi wisata dibidang tersebut
merupakan unggulan didaerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pokdarwis juga
melakukan pembenahan apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada wisata toluk
jangkang secara gotong royong sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan bisa lebih baik.
Karena dibentuk nya pokdarwis ini karena sukarela dari masyarakat. Dibuatnya pokdarwis
untuk mempermudah dalam mengelola tempat wisata toluk jangkang.
KESIMPULAN
Hasil penelitian dan analisa yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan
dan saran antara lain:
1. Collaborative governance dalam pengembangan objek wisata toluk jangkang dapat
disimpulkan dengan kurang berjalannya kolaborasi untuk mengembangkan wisata toluk
jangkang, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Humas PT Cosmic, dan Pokdarwis ini
dibuktikan dengan yaitu masih minimnya biaya untuk pengembangan wista toluk
jangkang. ini dibuktikan dengan kurangnya SDM dalam pengembangan wisata toluk
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jangkang, serta belum sepenuhnya semua pihak dan masih kurangnya melaksanakan
program sesuai dengan kapasitasnya masing masing.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang di
Kecamtan Tualang Kabupaten Siak
a. Partisipasi masyarakat , kurangnya partisipasi masyarakat setempat menjadi kendala
bagi pokdarwis dalam membangun mengembangkan wisata toluk jangkang. Karena
tenaga dari setiap anggota masyarakat sangat dibutuhkan sekali untuk
mengembangkan wisata toluk jangkang.
b. kurangnya anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah sehingga terjadi
penghambatan dalam pengembangan wisata toluk jangkang. Dan sampai sekarang
hanya hasil swadaya dari masyarakat setempat untuk membangun objek wisata toluk
jangkang.
SARAN
1. Agar collaborative governance dalam pengembangan objek wisata toluk jangkang di
Kecamatan tualang kabupaten siak perlu sekiranya dilakukan (1) kolaborasi antara Dinas
Pariwisata Kabupaten Siak, Humas PT Cosmic, dan Pokdarwis untuk pengembangan wista
toluk jangkang. (2) perlu diadakan pelatihan semua pihak yang terlibat membantu
mengembangkan wisata toluk jangkang, agar SDM dalam pengembangan wisata toluk
jangkang dapat menjadi lebih baik. (3) menyediakan anggaran yang maksimal agar
pengembangan objek wisata toluk jangkang ini dapat dimanfaatkan oleh pokdarwis
secara lebih maksimal.
2. Agar pemerintah perlu adanya biaya operasioal yang bersumber dari APBD atau sumber
lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.Partisipasi masyarakat saranya adalah agar
pemerintah perlunya meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terutama
melalui pokdarwis setempat.
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